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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan awal diundangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 

(yang selanjutnya akan disebut UU Penyiaran 2002) yakni adalah sebagai upaya 

untuk menjawab tuntutan Masyarakat Indonesia dalam hal Hak Asasi Manusia. 

Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya akan disebut UUD 

1945) telah menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi. Hal ini timbul 

sebagai bentuk perwujudan negara hukum yang salah satu cirinya adalah untuk 

menjunjung Hak Asasi Manusia. Tidak hanya itu, munculnya Pasal 28F dalam 

UUD 1945 adalah sebagai bentuk jawaban dari sisi kelam Negara Indonesia 

salama orde baru. Sejarah memperlihatkan bahwa pemerintah pada saat itu telah 

menyalahgunakan wewenang yang ada untuk memakai media informasi sebagai 

alat propaganda untuk melanggengkan kekuasaan. Oleh karena itu, muncul UU 

Penyiaran 2002 sebagai jawaban, bahwa salah satu media informasi yakni 

penyiaran harus dijadikan alat sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara 

bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan 

menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Adapun dari UU 

Penyiaran 2002 ini muncul sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawal 

jalannya penyiaran yakni sebuah lembaga indpenden yang bernama Komisi 

Penyiaran Indonesia (yang selanjutnya akan disebut KPI). Sedemikian rupa para 
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legislator membentuk sebuah lembaga ini dengan alasan, mekanisme, serta 

komposisi yang menjadikan KPI benar – benar sebuah lembaga yang bebas dari 

intervensi manapun baik itu dari pemerintah maupun dari perusahaan penyiaran 

itu sendiri. Hal ini demi menegakkan asas demokrasi di bidang penyelenggaraan 

penyiaran agar media informasi tidak disalahgunakan kembali baik untuk 

kepentingan pemerintah maupun kepentingan swasta yang profit oriented.  

Namun terlihat bahwa para golongan pengusaha penyiaran nampaknya 

masih memiliki trauma dengan menganggap KPI sebagai reinkarnasi dari 

Departemen Penerangan yang pada saat orde baru dijadikan alat oleh pemerintah 

sebagai institusi yang mengontrol ketat ijin penyiaran agar selalu berpihak pada 

pemerintah. Oleh karena itu belum genap setahun UU Penyiaran 2002 ini 

diundangkan, sekelompok pengusaha penyiaran ini mengajukan UU Penyiaran 

2002 ini kepada Mahkamah Konstitusi dengan memohonkan agar beberapa 

pasal yang terdapat dalam UU Penyiaran 2002 ini dibatlakan. Adapun pasal 

yang ingin diajukan salah satunya adalah pasal yang terkait dengan kewenangan 

dari KPI. Dengan seluruh pertimbangan yang telah diutarakan oleh pemohon, 

komentar dari addinformandum, dan keyakinan hakim akhirnya Mahkamah 

Kontitusi menyetujui sebagian permohonan yang telah diajukan oleh para 

pemohon ditandai dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 

Nomor 005/PUU-I/2003.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa Putusan tersebut 

berdampak terhadap keberadaan atau eksistensi dari KPI mulai dari 

kewenangannya, kedudukan, tugas, fungsi, serta produk hukum yang 

dikeluarkan oleh KPI. Dampak Putusan MK tersebut menjadikan kewenangan 
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dari KPI justru menjadi hilang. Karena mulai dari ketentuan lembaga penyiaran 

publik, pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran, tata cara dan persyaratan 

izin, pedoman kegiatan peliputan, pelaksanaan sistem stasiun jaringan dan 

pemberian sanksi administrarif, semuanya dikembalikan kepada pemerintah. 

Dilihat dari kedudukan suatu lembaga, kedudukan yang dimiliki oleh 

KPI ini justru menjadi dipertanyakan. Independensi yang dimiliki oleh KPI ini 

menjadi notabene “hilang” karena dari struktur ketatanegaraan seakan–akan KPI 

ini menjadi di bawah kementrian di bidang informasi dan penerangan itu sendiri. 

Justru dengan dengan struktur yang sekarang KPI menjadi sama seperti 

Departemen Penerangan pada zaman orde baru. Hal ini terlihat bahwa KPI 

seakan-akan hanya sebagai pembantu dari pemerintah untuk membuat peraturan 

teknis yang peraturan dasarnya telah dibuat oleh pemerintah.  

Dari Putusan ini juga terlihat bahwa Putusan MK juga berdampak pada 

tugas, fungsi, serta produk hukum yang telah dibuat oleh KPI. Fakta-fakta 

maupun berita-berita yang ada di media massa memperlihatkan bahwa 

penyiaran saat ini justru sudah terlalu kebablasan. KPI seakan-akan tidak 

memiliki taring untuk menegakkan hukum yang ada karena kembali lagi pusat 

dari penyelenggaraan penyiaran ini hanya dipegang oleh satu tangan yakni 

pemerintah. Oleh karena itu, Putusan MK ini pun secara tidak langsung 

berdampak terhadap kinerja KPI yang menjadi tidak maksimal. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis 

menyampaikan saran dan gagasannya terkait dengan persoalan penyelenggaraan 

Penyiaran di Indonesia.  

Pertama, sebagai langkah preventif, pemerintah sebagai pihak yang 

merumuskan Peraturan Pemerintah, sebagai peraturan pelaksana dari UU 

Penyiaran 2002, haruslah benar-benar menjadikan penyiaran bukan sebagai alat 

untuk melanggengkan kekuasaan tapi untuk mewujukan demokrasi penyiaran. 

Kedua, keseriusan DPR pada saat pembahasan RUU Penyiaran yang 

baru menjadi hal yang sangat penting agar apabila ingin mengembalikan 

kewenangan KPI seperti semula, harus benar-benar menjadikan KPI sebagai 

lembaga yang benar-benar independen serta dapat berkoordinasi dengan 

pemerintah. 

Ketiga, perlu adanya kerjasama dari seluruh stakeholder baik itu mulai 

dari pemerintah, pengusaha penyiaran, maupun masyarakat itu sendiri. Dengan 

adanya kerjasama dari seluruh pihak inilah yang akan menjadikan arah serta 

tujuan penyelenggaraan penyiaran bisa tercapai dengan maksimal. 

Keempat, selama masa peralihan dari pembentukan UU Penyiaaran 

yang baru, pembenahan serta rekonsiliasi antara pemerintah dengan KPI perlu 

dibenahi agar tidak terjadi lagi konflik perbenturan kepentingan mengingat 

selama ini sealu terjadi perdebatan yang cukup alot diantara keduanya. 
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